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ABSTRAK 

 

“Kekeliruan Kepala Desa Dalam Menggunakan Alokasi Dana 

Desa Ditinjau dari Sistem Pertanggungjawaban Keuangan 

Pemerintahan Desa” 

 

Oleh: Natasya Stevana Glusevic 

NPM: 2013200253 

 

Hukum Administrasi adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi yaitu 

hubungan antara warga Negara dan pemerintahannya yang menjadi sebab hingga 

Negara itu berfungsi. Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita 

kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan 

pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak 

Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima 

oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 

2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 

menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota 

yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang 

diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % 

(sepuluh persen). Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa segala sesuatu hukum yang menyangkut desa telah diatur didalamnya. 

Dengan menggunakan acuan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 

maka setiap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur desa dapat dikenai sanksi 

sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Istilah desa sangat lekat di telinga kita, jika kita menyebut istilah desa maka kita 

akan membayangkan suatu wilayah yang terdiri dari sekumpulan masyarakat yang 

saling berinteraksi dengan adat dan istiadatnya. Masyarakat hidup dengan 

kesederhanaannya, masyrakat yang hidup dengan damai dengan lingkungannya, 

masyarakat desa memiliki kearifan terhadap lingkungan dan alam sekitarnya. Di 

Indonesia sudah ada hukum tertulis yang mengatur tentang desa yakni Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan Perundang-

undangan yang berkaitan dengan desa yang relevan dengan apa yang akan dibahas 

dalam skripsi ini seperti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Dalam Negeri 

Nomor 113 tahun 2014 tentang Desa.   

Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan 

pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa-bangsa modern terbentuk , 

kelompok sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah 

menjadi bagian yang penting dalam suatu tatanan Negara.
1
 Oleh karenanya, sering 

terdengar bahwa desa merupakan wilayah yang paling otonom di Indonesia. Hal 

ini kemudian dikuatkan bahwa kelompok masyarakat di dalamnya memiliki 

tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri yang telah mengakar kuat, serta relatif 

mandiri dari campur tangan entitas kekuasaan dari luar.
2
 Menurut Soetardjo 

Kartohadikoesoemo desa di Indonesia sebagai daerah hukum yang paling tua 

menjalankan otonomi sangat luas, lebih luas dari otonommi daerah-daerah hukum 

diatasnya yang menyusul dikemudian hari, baik yang dibentuk oleh desa-desa 

bersama-sama dengan sukarela maupun yang dipaksakan oleh pihak-pihak yang 

                                                      
1
 Ni’matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempunaan), 

FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 361 
2
 Sarapin, Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintah Desa, 1977, hlm. 167 
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lebih kuat. Daerah-daerah yang lebih tinggi tersebut kemudian memberikan 

pembatasan-pembatasan tertentu terhadap otonomi desa.
3
 

Banyak desa yang memiliki sarana dan prasarana yang terbatas bahkan cenderung 

kurang memadai. Desa memiliki wilayah yang banyak terdapat di pelosok, 

wilayahnya jauh dari perkotaan, sarana transportasi masih banyak yang belum 

baik, masyarakat belum sepenuhnya memiliki infrastruktur yang memadai, sarana 

pendidikan yang kurang, sarana kesehatan yang kurang, sarana penerangan juga 

kurang memadai bahkan ada sebagian desa yang belum teraliri listrik. Hal ini 

tentunya sangat memprihatinkan bagi kita semua. Untuk itu harus ada pengelolaan 

desa yang baik. Pengelolaan desa yang baik perlu kehadiran pemerintah, 

pemerintah yang hadir dengan mendirikan Pemerintahan Desa.  

Kehadiran pemerintah desa menjadi sangat penting bagi masyarakat desa saat ini, 

masyarakat desa membutuhkan pemerintahan desa yang partisipatif, efektif, 

transparan, dan akuntabel. Pemerintah desa harus memperhatikan aspirasi 

masyarakat desanya, melaksanakan pembangunan bersama masyarakat desanya, 

dan mengelola sumberdaya yang dimiliki desanya dengan penuh tanggungjawab, 

jujur, transparan, dan akuntabel. Pemerintah desa harus memiliki sistem 

perencanaan pembangunan yang sistematis, terukur, dan terencana dengan baik. 

Perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah desa mampu 

menyusun anggaran sesuai perencanaan. 

Pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangan memerlukan pendanaan, hal 

ini sangat penting karena desa merupakan ujung tombak bagi pembangunan di 

negara kita. Hubungan antara kewenangan dengan aspek keuangan menurut 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tampak 

bahwa kewenangan desa yang berasal dari kabupaten/kota dilaksanakan dengan 

menggunakan sumber dana dari bagi hasil pajak, retribusi, dan Alokasi Dana Desa 

(ADD).  

                                                      
3
 Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa, Balai Pustaka, 1984, hlm. 282 
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Dalam ilustrasi di Desa Mandalaguna terdapat masalah mengenai dana yang telah 

diperoleh dari Alokasi Dana Desa yang dana tersebut seharusnya dalam 

perencanaan sebelumnya telah ditetapkan bahwa dana tersebut diperuntukkan 

untuk memperbaiki akses jalan menuju desa tersebut namun dana tersebut di 

alokasikan kembali oleh Kepala Desa untuk memperbaiki sebagian ruangan 

kantor desa yang rusak akibat bencana alam yang terjadi berdasarkan diskusi atau 

musyawarah yang telah disepakati oleh masyarakat desa tanpa membuat laporan 

terlebih dahulu untuk merubah perencanaan bahwa sebaiknya dana yang 

dibutuhkan untuk desa tersebut adalah untuk memperbaiki sebagaian ruangan 

kantor desa.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk membahas 

hal ini dalam suatu penulisan hukum yang berjudul : 

“KEKELIRUAN KEPALA DESA DALAM MENGGUNAKAN 

ALOKASI DANA DESA DITINJAU DARI 

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMERINTAHAN 

DESA” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan utama dengan 

pembatasan pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kewenangan Kepala Desa dalam menggunakan alokasi 

dana desa untuk pengadaan sarana dan prasarana desa? 

2. Apakah laporan perencanaan pembangunan desa yang sudah 

ditetapkan dalam perencanaan awal dapat diubah dengan 

perencanaan pembangunan baru dan bagaimana 

pertanggungjawaban keuangannya? 

3. Sanksi apakah yang dapat diterapkan terhadap Kepala Desa 

Mandalaguna yang telah keliru dalam menggunakan alokasi dana 

desa? 
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1.3 Tujuan dan Penelitian 

Sehubungan dengan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan kepala desa dalam 

menggunakan alokasi dana desa dalam pengelolaan sarana dan 

prasarana desa yang sebagaimana telah diatur dalam perundang-

undangan desa. 

2. Untuk mencari solusi terkait alokasi dana desa yang diperuntukkan 

untuk fasilitas lain dengan adanya laporan dan sistem pelaporan 

perencanaan pembangunan desa yang baru. 

3. Untuk mencari solusi atas tindakan hukum yang dapat diterapkan 

terhadap Kepala Desa tersebut. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Ada pun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini yang berjudul Kekeliruan 

Kepala Desa Dalam Menggunakan Alokasi Dana Desa Ditinjau dari Sistem 

Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintahan Desa, sesuai dengan permasalahan 

yang diajukan antara lain dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu hukum tata negara pada umumnya dan secara 

khusus administrasi negara yang menyangkut mengenai masalah 

pelaksanaan pemerintah desa. 

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat 

dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang 

penggunaan alokasi dana desa yang dilakukan Kepala Desa untuk 

menyelenggarakan pemerintahan desa. 

 

1.5 Metode Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan 

Yuridis Normatif, yakni hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek teori, 
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filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan 

penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-

Undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat 

disimpulkan pada Penelitian Hukum Normatif mempunyai cakupan yang luas. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun materi atau bahan penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data 

sekunder tersebut terdiri dari : 

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang 

mengikat, yakni : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-

Undangan yang terkait seperti Peraturan Pemerintah No. 72 

Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Desa. 

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa bahan-bahan 

perpustakaan, yakni buku-buku bacaan yang berkaitan dengan 

teori, dan sistematika pemerintahan desa. 

3. Sumber Hukum Tersier, yaitu berupa data yang diperoleh dari 

Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum atau 

Ensiklopesia. 

 

c. Analisa Data 

Analisa data yang digunakan adalah analisa data Deskriptif Kualitatif, yakni untuk 

mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan 

yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan memaparkan apa yang sebenarnya 

terjadi di Desa Mandalaguna. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk menjawab pernyataan yuridis tertuang dalam sub bab di atas, sistematika 

dalam penulisan ini adalah : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis mendefinisikan persoalan, ruang lingkup, dan perencanaan 

kegiatan dilakukan. Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan 

skripsi ini. 

BAB II : SISTEM PEMERINTAHAN DESA  

Dalam bab ini penulis menjelaskan pengertian Sistem Pemerintahan Desa beserta 

teori, dan peraturan yang berkait yang ada di dalam pemerintahan desa. 

BAB III : SISTEM KEUANGAN NEGARA YANG MENGARAH KE 

SISTEM KEUANGAN DESA 

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai alur bagaimana tahapan-

tahapan keuangan negara yang didistribusikan ke anggaran desa, meliputi teori 

dan peraturan yang terkait khusunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 jo. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 serta masalah yang 

dihadapi di Desa Mandalaguna. 

BAB IV : SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA 

Dalam bab ini penulis akan menganalisa tentang bagaimana sistem 

pertanggungjawaban keuangan desa dihubungkan dengan penerapan atau 

pengaplikasian pasal tentang prosedural pelaporan keuangan serta sanksi yang 

dapat diberikan terhadap Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa dan peraturan perundang-undangan yang relevan dan berisi 

hasil dan pembahasan mengenai penelitian yang akan dijelaskan secara terbuka 

dan terfokus serta cara penyelasaian ketika timbul permasalahan hukum. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini meupakan bagian penutup atau bagian akhir dari sistematika penulisan 

hukum ini. Pada bab ini akan ditarik suatu kesimpulan atas hasil penelitian, 
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sekaligus kesimpulan jawaban atas permasalahan yang ada. Dalam bab ini juga 

akan memberikan beberapa saran sebagai alternatif solusi terhadap permaslahan 

yang ada di bab sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 






